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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR
NOMOR - 4 TAHUN - 1998
TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C CIBINONG
PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT TII BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT KERALA DAERAH TINGKAT 1T BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan oe-
layanan kesehatan kepada masyarakat
telah dilakukan penvesuaian klasi-
fikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Rumah Sakit Umum Daerah Cibinoang
melalui Surat Keputusan Menteri Ke-—

_ sehatan Momor 535/MENKES/SK/VI/1996
tentang Peningkatan Kelas Rumah Sa-
kit Cibinong milik Pemerintah Da-—
‘erah Tingkat IT Bogor:
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b. bahwa agar terdapat kejelasan me-
ngenal status hukum keberadaan pada
huruf a tersebut di atas, maka di-
pandang perlu menetapkan Pemben-
tukan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas
C Cibinong dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Bogor.

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pemerintahan Daerah Kabupa-
ten dalam Lingkungan Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok—pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3037):;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Paokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041);

4. Undang—undang Nomar 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Re-—
publik Indonesia Nomor 3495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1987 tentang Penyverahan Ssbagian
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Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Kesehatan kepada Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Ne-
gara Republik Indonesia Nomor
3347):

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lem—
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lem—
baran Negara Reputblik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penvelenggaraan Otono-
mi Daerah dengan Titik Berat pada
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara Repub-
1ik Indonesia Nomor 3487);

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun
1991 tentang Unit Swadana dan Tata
Cara Pengelolaan Keuangan;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
51 /MENKES/ SK/IT1/1979 tentang Pene-
tapan Kelas Rumah Sakit Peme-
rintah;

Keputusan Bersama Menteri Kesehatan
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/
MENKES/SKB/TT1/1288 dan Nomor 10
Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelak-
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zanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1987 tentang Penyverahan Se-— -
bagian Urusan Pemerintahan dalam
Bidang Kesehatan kepada Daerah:

Keputusan Menteri Negara Pendavagu-
naan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun
1990 tentang Pedoman dan Proses
Pembentukan atau Penvempurnaan Ke-—
lembagaan di Lingkungan Instansi
Pemerintah Pusat, Perwakilan Repub-
11k TIndonesia di Luar Negeri dan
Pemerintah di Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No-—
mor 39 Tahun 1992 tantang Pedoman
Organisasi Dinas-Dinas Daerah:;

Keputusan Menteri Kesshatan Repub-
11k 1ndonesia Nomcr 983/MENKES/ SK
/11/92 Tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit:

Keputusan Menteri Dalam Negeri - No-
mor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Da-
erah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No-—
mor 85 Tahun 1993 tentang Pengun-—
dangan Peraturan Daerah dan atau
Keputusan Kepala Daerah Lewat
Tenggang Waktu Pengesahan:

Keputusan Menteri Dalam Negeri No-
mor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman
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Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan Dasrah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah;

Keputusan Menteri Negara Pendavagu-—
naan Aparatur Negara Nomor 106 Ta—
hun 1994 tentang Pedoman Organisa-—
si Unit Pelaksana Teknis, Unit Pe—
laksana Daerah dan Unit Pelakcana
Teknis Daerah:; '

Surat Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor S535/MENKES/SK/VI/1993 tentang
Persetujuan Xelas Rumah Sakit Umum
Daerah Cibinong Milik Pemerintah
Daerah Tingkat 1T Bogor;:

Instruksi Menteri Dalam Negeri No-
mor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor
22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun
1994 ;

Keputusan Gubernur Xepalza Daerah
Tingkat T Jawa Barat Nomor 28 Tahun
1990 tentang Padoman Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Unit Pe-—
laksana Teknis (inas Daerah Tingkat
IT d1 Lingkungzan Pemerintah Pronpin—
s1 Daarah Tingist 1 Jawa Barat;
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araturan Daerz2h Kabubpaten Daerah
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Tingkat TI1 Roger Nomor I1/Ps_003
/DPRD/19377 tentang Tata Cara Mem-—

‘buat Peraturan Daerah dan Mener—

bitkan iembaran Daerah:

Peraturan Daerazah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bogor Nomor VI/DPRD/ KS.
O?3-“/VII/1979 tentang Pembentukan
Dinas Kesehatan Kabupaten DBaerah
Tingkat 11 Bogor;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat IT Bogor Nomor 1 Tahun 1998

tentang Organisasi dan Tata Keria

Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah

Tingkat TIT Bogor; -
Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daarah Tingkat IT Bogor

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KXARUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR TENTANG PEMBENTUKXAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C
CIBINONG PADA DINAS KESEHATAN KABUPAQ-
TEN DAERAH TINGKAT IT BOGOR.

"Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini maka Rumah
Sakit Umum Daerah Kelas C Cibinong di-



dinyatakan telah dibentuk sesuai dsa-
ngan penverahan urusan di bidang kese-
hatan sabagaimana dimaksud dalam Pera-—
turan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987
tentang Penverahan Sebagian Urusan Pe-
merintahan Dalam Bidang Kesehatan
Kepada Dasrah.

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umuin Daerah ditetapkan kemudian dengan
Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunva Peraturan Dasrah ini,;
maka segala ketentuan vang mengatur hal
vang sama dan bertentangan dengan Pe-
raturan Daerah ini dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak
tanggal diundangkan” .



Ditetapkan di : C T BT NOMNG
Pada tanggal =: 22 Januari 1998

DEWAN PERKWAKTILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 BOGOR,
TINGKAT II ROGOR
Ketua
ttd ttd
H_ ESO SUKARSO H. M. EDDIE YOSO MARTADIPURA

“Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa
Barat dengar Surat Keputusan -

Nomor : 188.342/SK.766—Huk /98
Tanggal : 4 Juni 1998"



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah
Tingkat IT Bogor

Tanggal 11 Juni 1998
Nomor = 16
Seri - D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT IT

B OG Q

DRS. H. DADANG SOEKARTIA, AK

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048_428
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat TII Bogor

Tanggal 11 Juni 1998
Nomor = 16
Seri =D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT IT
BOGOR,

e

DRS. H. DADANG SOEKARTIH

Pembina Utama Muda
NIP. 480.048_.428



